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Penanganan Benturan Kepentingan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

4. Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta,

5. Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan

Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Memahami Peraturan yang berlaku terkait Penanganan Benturan Kepentingan;

2. Mengetahui jenis-jenis Penanganan Benturan Kepentingan;
3. Mampu menjaga kerahasiaan pelapor.

Indikator Kinerja

Peralatan / Perlengkapan

a. Menyediakan kerangka acuan bagi pejabat/pegawai pada unit kerja/instansi/ perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;

b. Menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi benturan
kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;

c. Meningkatkan Integritas.

1. Peraturan/Kriteria yang berkaitan dengan Penanganan Benturan Kepentingan

2. Komputer/Laptop, Printer, LCD

3. Jaringan internet

Flowcahart

Definisi

Prosedur Operasional Penanganan Benturan Kepentingan dapat dilihat dalam Flowchart berikut.

Benturan Kepentingan adalah situasi yang memiliki atau patut diduga memiliki
golongan atau pihak lain terhadap kualitas
keputusan dan/atau tindakan pegawai sesuai dengan kewenangannya sehingga

pengaruh kepentingan pribadi,

dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
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SOP : Penanganan Benturan Kepentingan
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. Membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Surat Pernyataan 480 Surat Melampirkan
potensi Benturan Kepentingan kepada atasan menit Pernyataan bukti terkait
langsung
. Menerima surat pernyataan potensi Benturan v Surat Permnyataan 120 Surat
Kepentingan dan pegawai dan memeriksa e menit Pernyataan
tentang kebenaran laporan pegawai untuk S
selanjutnya menyampaikan potensi benturan
kepentingan kepada Sekretaris.
3. Menerima potensi Benturan Kepentingan dan \ 4 Surat Pernyataan 120 Surat
memonitoring langkah penyelesaian yang e menit Pernyataan
diambil oleh atasan langsung serta melaporkan -
kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan.
4. Menerima dan merekapitulasi potensi Benturan \ 4 Surat Pernyataan 2 hari Laporan
Kepentingan dan memonitoring hasil s rekapitulasi dan
pelaksanaan penanganan Benturan : laporan hasil
Kepentingan yang telah dilakukan pegawai monitoring
maupun pimpinan unit kerja serta
melaporkannya secara berkala.
5. Menerima laporan hasil pelaksanaan t Laporan rekapitulasidan | 10 menit | Laporan Potensi
penanganan Benturan Kepentingan tiap triwulan. S laporan hasil monitoring Benturan
Kepentingan




